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Notaris adalah pejabat umum yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan dan kepercayaan dari
masyarakat, menjalankan sebagian kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam
bidang hukum perdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh akibat hukum yang
timbul terhadap akta-akta otentik yang dibuat oleh notaris yang melanggar wewenangnya sebagaimana yang
diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Untuk mengetahui bagaimanakah sanksi yang akan diberikan
kepada seorang notaris atas tindakan adanya suatu dugaan pemalsuan akta. Penelitian ini menggunakan
metode yuridis normative, dan tipe penelitian deskriptif analitis dengan studi kepustakaan guna memperoleh
data sekunder dan sebagai pendukung digunakan juga studi lapangan untuk memperoleh data primer, yang
kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif. Apabila notaris dalam menjalankan jabatannya ternyata
diketahui melakukan kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi kliennya dengan melakukan
pemal suan terhadap akta sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Jabatan Notaris, maka notaris
tersebut berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam hal
keotentikannya suatu akta terhadap masyarakat yang memerlukan jasa notaris pemerintah akan selalu
melakukan pengawasan terhadap pekerjaan notaris melalui Mgjelis Pengawas guna menjamin pengamanan
dari kepentingan umum terhadap para notaris didalam menjalankan tugas jabatannya.

<hr>Notary is a public officer who by law is given the authority and trust from the public, runs most of the
state power to create an authentic written evidence in the field of civil law. The purpose of this study isto
determine how far the legal consequences arising for authentic deeds made by the notary who violates its
authority as prescribed by the Notary Public Office Act. To find out how sanctions will be given to a notary
public for the actions of an alleged fraudulent deed. This study uses juridical normative, analytical and
descriptive type with aliterature study in order to obtain secondary data and also used as support to field
studies to obtain primary data, the data can be analyzed qualitatively. If the notary in carrying out his
position was known to make mistakes or omissions that cause harm to his client by making forgery of
certificate as stipulated in Article 48 of Law Title Deed, the notary is obliged by law to account for his
actions. In terms of authenticity of a certificate of notary public who need the services the government will
always monitor the notary work through Supervisory Board to ensure the safety of the public interest against
the public notary office in the running task.
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